
BUPATI ACEH TAMIANG 
PROVINS! ACEH 

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG 
NOMOR i TAHUN 2024 

TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2024 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI ACEH TAMIANG, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 
Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 
Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024, Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 
Anggaran 2024 sebagai landasan operasional 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Tahun Anggaran 2024 diatur dengan 
Peraturan Bupati; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 
2024; 

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Repu blik Indonesia; 

2 . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, 
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, 
Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang 
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4179); 

3. Undang-Undan1 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sis tern Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4210); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lebaran 
Negara Nomor 4633); 

7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten tang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil 
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 2 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

'(\ ~ 10. Peraturan / 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4693) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323); 

·'{\ i 14. Peraturrui/ 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
d engan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6 177); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279) 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 Ten tang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6523); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Bela nja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5694); 

20. Pera turan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Nomor 187 tentang 
Peruba han Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpian dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057) sebagaimana telah diuba h den gan 
Peraturan Pem erintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Pera turan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 684 7); 

23. Peraturan/ 



- 6 -

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6881); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6883) 

26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ten tang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 
2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 754); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 
2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1067); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan Rancangan Pera turan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 431); 

i 31. Pera t:uran. / 
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31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 
2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 799); 

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 
Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1. 15 .5 -
1317 Tahu n 2023 tentang Hasil Ver ifikasi, Validasi 
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi 
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah; 

33. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten 
Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang 
Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 46); 

34. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh 
Tamiang Nomor 55); 

35. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 
Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 Nomor 
1). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN 
ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2024. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Kabupaten yang disingkat APBK adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten 
Aceh Tamiang yang ditetapkan dengan Qanu n. 

2 . Pendapatan Daerah adalah semu a hak Daerah 
Kabu paten yang diakui sebagai penambah nilai 
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
berkenaan. 

3.Belanr 
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3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 
bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. 

4 . Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang 
perlu dibayar kembali dan/ a tau pengeluaran yang 
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 

Pasal 2 

Penjabaran APBK terdiri atas: 
a. Pendapatan Daerah; 
b. Belanja Daerah~ dan 
c. Pembiayaan Daerah. 

Pasal 3 

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan 
sebesar Rpl.327.553.114.987,00 yang bersumber dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 
b . Pendapatan Transfer; dan 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

Pasal 4 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar 
Rp124.394.730.500,00 yang terdiri atas: 
a. Pajak Daerah; 
b. Retribusi Daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di 

pisahkan; dan 
d. Lain-lain PAD yang Sah. 

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp23.079.000.000,00. 

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hurufb direncanakan sebesar Rp2.981.730.500,00. 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp5.317.000.000,00. 

(5) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp93.017.000.000,00. 
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Pasal5 

( 1) Pendapatan Transfer se bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar 
Rpl.172.129.722.537,00 yang terdiri atas: 
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan 
b. Pendapatan Transfer antar Daerah. 

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rpl.134.457.872.2 12,00. 

(3) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp37 .671 .850.325,00. 

Pasal 6 

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar 
Rp31.028.661.950,00 yang terdiri atas Lain-lain 
Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar 
Rp31.028 .661.950,00. 

Pasal 7 

Anggaran Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 
direncanakan sebesar Rpl.347.302.813.987,00, yang 
terdiri atas: 
a. Belanja Operasi; 
b. Belanja Modal; 
c. Belanja Tidak Terduga; dan 
d. Belanja Transfer. 

Pasal 8 

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar 
Rp901.554.698.641,00, yang terdiri atas: 
a. Belanja Pegawai; 
b. Belanja Barang dan Jasa; 
c . Belanja Subsidi; 
d. Belanja Hibah; dan 
e. Belanja Bantuan Sosial. 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp534.197.299.352,00. 
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(3) Belanja Barang dan J asa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp280.855.691.679,00. 

(4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp955.000.000,00 

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud p a da ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp73.996.557.610,00. 

(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pa da 
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rpl 1.550.150.000. 

Pasal 9 

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar 
Rp201.844.285.298,00, yang terdiri atas: 
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; 
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan 
e. Belanja Modal Aset Lainnya. 

(2) Belanja Modal Perala tan dan Mesin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp69.137.914.4 19,00. 

(3 ) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b d irencanakan sebesar 
Rp41.054.155.381,00. 

(4) Belanja Modal Jalan, J arin gan, dan Irigasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp83.690.905.433,00. 

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp7.766.598.900,00. 

(6 ) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 
Rpl 94.711.165,00. 

Pasal 10 

(1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar 
Rp8.000.000.000,00, yan g terd iri atas belanj a tidak 
terduga. 

(2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diren canakan sebesar Rp8.000.000.000,00. 
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Pasal 11 

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar 
Rp235.903.830.048,00 yang terdiri atas: 
a. Belanja Bagi Hasil; dan 
B. Belanja Bantuan Keuangan. 

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp2 .606.073.048,00. 

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp233.297.757.000,00. 

Pasal 12 

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 
direncanakan sebesar Rpl9.749.699.000,00, yang terdiri 
atas: 
a . Penerimaan Pernbiayaan; dan 
b. Pengeluaran Pembiayaan. 

Pasal 13 

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan 
sebesar Rp26.049.699 .000,00 yang terdiri atas Sisa 
lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya. 

(2) Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan 
sebesar 26.049.699.000,00. 

Pasal 14 

( 1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan 
d imaksud dalam Pasal 12 huruf b 
sebesar Rp6.300.000.000,00 yang 
penyertaan modal daerah. 

sebagaimana 
d irencanakan 
terdiri atas 

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) direncanakan sebesar 
Rp6.300.000.000,00. 

Pasal 15 

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan 
anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya 
defisit sebesar Rp( l 9.749.699.000,00). 

~ i (2) Pembiayaan/ 
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(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan 
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan 
direncanakan sebesar Rpl9.749.699.000,00. 

Pasal 16 

(1) Uraian penjabaran APBK sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 terdiri dari: 

a. Lampiran I 

b. Lampiran II 

c. Lampiran III 

d. Lampiran IV 

e. Lampiran V 

f. Lampiran VI 

g. Lampiran VII 

Ringkasan Penjabaran APBK 
yang diklasifikasi menurut 
Kelompok, Jenis, Objek, dan 
Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja, Dan Pembiayaan; 

Penjabaran APBK menurut 
urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, 
Objek, dan Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

Daftar Nama Penerima, Alamat 
Penerima, dan Besaran Hibah; 

Daftar Nama Penerima, Alamat 
Penerima, dan Besaran Bantuan 
Sosia l; 

Daftar Nama Penerima, Alamat 
Penerima, dan Besaran Bantuan 
Keuangan bersifat umum dan 
bersifat khusus; 

Daftar Nama Penerima, Alamat 
Penerima, dan Besaran belanja 
bagi hasil; 

Rincian Dana Otonomi Khusus 
Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, dan 
Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 
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h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA 
Pertambangan Minyak Bumidan 
Pertambangan Gas 
Alam/tambahan DBH-Minyak 
dan Gas Bumi Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelornpok, Jenis, 
Objek, dan Rincian Objek 
Belanja dan Pernbiayaan; 

1. Lampiran IX Sinkronisasi kebijakan 
pernerintah kabupaten pada 
daerah perbatasan dalam 
rancangan Qanun ten tang APBK 
dan rancangan Peraturan 
Bupati tentang penjabaran 
APBK dengan program priori tas 
perbatasan Negara; 

J. Lampiran X Rekapitulasi dan sinkronisasi 
perkada penjabaran APBD yang 
disajikan berdasarkan sumber 
dana; 

k. Lampiran XI Forrnulir komitmen Pemerintah 
Daerah menganggarkan barang 
dan jasa serta belanja modal 
berupa Produk Dalam Negeri 
(PDN), Tingkat Komponen 
Dalam Negeri (TKDN); 

(2) Uraian sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 17 

Pelaksanaan penjabaran APBK lebih lanjut dituangkan 
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh 
Tamiang. 

Diundangkan di Karang Baru 
pada tanggal, 9 Jcinuo.ri 2024 M 

27 ;Jurnodil A~hir 1445 H 

Plt. SEKRETARIS DAERAH l ~ KABUPATEN ACEH TA,~ IANG, 

Ditetapkan di Karang Baru 
pada tanggal, 9 Janqari 2024 M 

27 ;Jurrticli) Atchir 1445 H f j. BUPATI ACEH TAMIANG/ 

~ 

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024 NOMOR 1 




